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ABSTRAK

Faktor alam dan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian
kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pasal 69 ayat 2 Undang-
Undang 32 Tahun 2009 terdapat aturan yang memperbolehkan membuka lahan
dengan cara membaksa ngan memperhatlkan keagifan local di daerah masing-
masing. Dalam gor perkara 187/Pid.

B/Lh/2020/P Verdaia @ hhw‘tifl ehal @G&
TS dawﬁam)

"' mah supaya
ahliran anaknya
Jakwaan yang

sebuah lahan
” maksud dalam

yang kee
ditujukan
perkebuna

3 3 ar b tas ok Bagaimana
Peranan Keafifa <al am Penceg ) gihbakaran Hutan
dan Lahan i : e mll Pada Perkara
187/Pid.B/I idap Penegakan
Hukum Tindak B Hukum Polres
Kepulauan

galah observational
bil sampel dari
laid Jengumpulan data
{if Alokasi penelitian di

dengan mengeluarkan warkah ata¥ pauan ketika maraknya kabut asap,
poinnya yaitu menghentikan sementara kegiatan masyarakat dalam hal membuka
kebun dengan cara membakar. Kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari
Kota Selat Panjang ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak
sebentar. Kemudian Pasal 69 UUPPLH ayat (2) yang memperbolehkan membuka
lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan
memandang kearifan lokal, Penegakan hukum oleh masyarakat adat (dewan adat)
dilakukan dengan memberi sanksi pidana adat. Penegakan hukum positif
dilakukan ketika masyarakat adat belum menjatuhkan sanski pidana adat terhadap
kepala keluarga yang melanggar ketentuan kearifan lokal

Kata Kunci : Peranan, Kearifan Lokal, Kepulauan Meranti
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

akan datang.
Keberadaa - entun : ’ an merupakan
ekosistem g i. Keberadaan

Sia tetapi juga

untuk semuaiing K hid : | lah pepohonan

pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan
antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta
penyeimbangan iklim global. Dalam tatanan global, keanekaragaman hayati

Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Colombia sehingga

keberadaannya harus dipertahankan. Hutan di Indonesia memiliki peran penting,
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tidak hanya sebagai pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat,
tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global. (Joni, 2015 : 28)

Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan

al modal dasar dalam

dan kerusakan pembakaran hutan telah sampai pada tahap melebihi batas-batas
toleransi ekologi bangsa dalam kontek pembangunan berkelanjutan. (Suparto
Wijaya, 2012 : 12)

Di dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang seseorang

untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Akan tetapi penegakan hukum di
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Indonesia masihlah terbilang lemah. Aturan itu misalnya tentang hak-hak
pemilikan umum dan swasta menyebabkan penggunaan api sebagai senjata dalam

konflik kepemilikan lahan.

Dilihat dasi donesia, faktor alam

: ““ .$& abkan petir,

e" tor manusia
fol

At ik disengaja

Dalam studi kasus yang penulis teliti dengan nomor perkara 187/Pid.
B/Lh/2020/Pn.Bls dan berkaitan dengan peraturan yang ada bahwasanya boleh
membuka lahan dengan cara membakar dengan beberapa ketentuan-ketentuan
yang ada. Terdakwa dengan nama Rustam dikenakan dua dakwaan, yaitu
dakwaan pertama melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-

undang RI No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
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hidup dengan bunyi pasal “ setiap orang dilarang melakukan perbuatan
pembukaan lahan dengan cara membakar “. Namun Jika pasal tersebut

dikenakan, penulis berpandangan pasal tersebut bisa dibantah karena pembukaan

aperhatikan sungguh-

S Vennament '@“

nrang membuka
lahan dengan€a ibakc )mena dilapg j @k sesuai dengan

dakwaan yang akwa Rustam bukan

Membuka lahan dengan cara membakar yang bertujuan untuk menjaga
kearifan lokal dimana di dalamnya terkandung HAM vyakni hak untuk
memperhatikan hidup dan hak atas budaya, namun terdapat HAM lain yang harus
turut diperhatikan. Ketika muncul dampak dari pembukaan lahan dengan cara

tersebut maka besar potensi terlanggarnya HAM lain dan juga akan berpotensi

menimbulkan kerugian pada negara-negara tetangga.



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang penulis kemukakan diatas,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat

sebuah judul yakni : “Tinjauan Terhadap Peranan Kearifan Lokal Di Dalam

Pencegahan Tigg ahan Di Wilayah

Hukumg® ‘ ‘ ! E‘l“‘ .oa 20/PN Bls”.

a. Untuk mengetahui Penerapan Terhadap Kearifan Lokal Dalam
Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum
Polres Kepulauan Meranti.

b. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Penerapan Terhadap Kearifan
Lokal Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di

Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.
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2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis hasil ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran

bagi ilmu hukum terkusus dalam bidang Hukum Pidana, terkait

Pidana Pembakaran

%

L

ety
:

D. Tinjaug
Kearifan lokal berasal Sa S g terdiri dari 2
(dua) suku ka 3 an (W m) da glifsetempat (local).

Kearifan loka 03 ba )a et@mpat (local) yang

beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan
pengaryh mempengaruhi satu sama lain. (H. Shadily, 1999 : 47) Dari pengertian
di atas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan sebuah gagasan lokal
yang bersifat bijaksana dan penuh kearifan yang hidup serta dipatuhi oleh suatu
masyarakat setempat. Memasuki abad 21 terjadi perubahan social dalam

masyarakat akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Seluruh struktur
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masyarakat terkena dampak pengaruh perubahan atau paling tidak di pengaruhi

oleh struktur social lainnya, yang juga berdampak pada perubahan social. Sebagai

pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan social adalah

kebakaran hutan lebih pada kejadian tidak disengaja atau dapat juga terjadi secara
alamiah.(https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/, Diakses tanggal 31
Januari 2021)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan
membakar hutan merupakan perbuatan tindak pidana. Setidaknya pelarangan

pembakaran hutan diatur dalam tiga undang-undang, yaitu sebagai berikut :


https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/
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a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlidungan dan

kehutana i dilara aka hutan”.

Pertanggungjawaban iatu 2 dang*Undang Nomor

41 tahun 1

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) hurf h, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliyar
Rupiah) dan paling banak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliyar)”.
Uraian di atas telah menyebutkan ketentuan pelarangan pembakaran hutan di

dalam tiga Undang-Undang yang berbeda. Namun, terdapat juga aturan perkenaan
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membuka lahan dengan cara membakar dengan syarat-syarat khusus berdasarkan
kearifan lokal di daerah masing-masing. Keberadaan norma perkenaan

pembakaran hutan bukanlah merupakan suatu pertentangan dengan norma

n masyarakat
sih hidup dan

rinsip Negara

masing”.
Selanjutnya dapat dilihat penjelasan dari Pasal 69 ayat (2) yaitu menjelaskan

sebagai berikut :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah

melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar

per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan
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dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke
wilayah sekelilingnya”.

Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan lahan

ey
2]
W

1!'
fo",‘

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Pada baar diterjemahkan
dengan kata dapat atau boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. (M. Sudrajat

Bassar, 1986 : 1)
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b. Unsur-unsur tindak pidana
Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya,

maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebut sesuatu tindakan

h melakukan suatu

elekat pada diri

si pelaku, dan

misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,

pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

d) Dalam Pasal 340 KUHP, merencanakan terlebih dahulu atau
voorbedachte read terdapat dalam kejahatan pembunuhan.

e) Dalam Pasal 380 KUHP, perasaan takut yang diatur lain

terdapat dalam rumusan tindak pidana.

11
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2) Unsur objektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yaitu :

akan dihukum “apabila sudah ada peraturan pidana
sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi
hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah
dilakukan dengan suatu peraturan suatu peraturan pidana,

maka tidak ada tindak pidana.

12
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c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP

mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak

pidana yang telah dilakukan.

nsur-unsur kesalah

ena si pembuat

ehendaki oleh

Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi.
Bahkan lebih besar disbanding konversi lahan untuk pertanian dan
illegal logging. Defenisi pembakar hutan menurut pakar kehutanan
Bambang Hero Saharjo, pembakaran adalah tindakan sengaja
membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang

penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari

13
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hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang

tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan

pohon-pohon. (B.H Saharjo, 2003 : 23)

hukum korporasi.
b) Membakar hutan.

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena
kesengajaan dank arena kelalaian yang meninbulkan kebakaran
hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam

hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak

14
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sepuluh milyar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi
akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama

tahun dan denda paling banyak lima milyar rupish (Pasal 78 ayat

999).

\‘\\‘ .9 5

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 38 (4)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barang siapa
melakukan penambangan dengan pola terbuka dikawasan hutan
lindung dalam bentuk kegiatan penyidikan umum, eksplorasi

atau eksploitasi barang tambang tanpa izin dari materi, diancam

15
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dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima

milyar rupiah.

e) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Perbuatan pidan menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-
Undang Nomor 41 tahun 1999 ini yaitu barang siapa dengan
sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-
tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa

izin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling

16
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lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.

(Murhaini Suriansyah, 2012 : 26)

E. Konsep Operasig

terkait per
I pengalaman
mereka dan Rahyono, 2009
4)
cegah sesuatu.
(Kamus Bes
u peristiwa hukum
yang menimbulka yang baik dilakukan
dengan sengaja maupu gkup pembakaran hutan dan

lahan Nomor Perkara 187/Pid.B
F. Metode Penelitian
Untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah observational

reseach atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel
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dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat

pengumpulan data pokok (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2005:

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan

diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, maka seorang
peneliti harus mampu mengelompokan dan memilah apa dan mana

yang dapat dijadikan populasi.

18
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b. Sampel
Penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel

yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan.

Data sekunder ya yang diperoleh dari berbagai leteratur

tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
5. Teknik Pengumpulan data
Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :
Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

penulis mengadakan tanya jawab secara lansung kepada siapa yang
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menjadi responden. Metode ini dipakai untuk mengetahui pendapat

mengenai keefektifitasan pelaksanan perlindungan hukum desain industri

rotan, problematika yang dihadapi serta upaya yang dilakukan.

AN perundang-

(Syafrinaldi,

membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.
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BAB |1

TINJUAN UMUM

pidana. 0 & 3 ahwa z bagian dari

keseluruhan

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

tersebut. (I Made Widnyana, 2010 : 11)

Definisi hukum menurut beberapa pakar hukum:
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Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum

pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan

karena itu hakikat dan fujuan pidana dan pemidanaan, untuk
memberikan alasan pembenaran pidana itu.

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas penulis membuat

kesimpulan dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum

yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang
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bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang

dapat dipaksakan oleh Negara.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang berisikan

si pembuat atas perbuatanya, dan pasal 48 KUHP tentang tidak di

pidanaya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (overmacht),
kedua keadaan ini termasuk dalam ‘“alasan penghapus pidana”,
merupakan sebagian dari Bab 1l Buku Il KUHP.

3. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan Negara melalui aparat

hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana

23



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi
pidana terhadap dirinya serta upya-upaya yang dapat dilakukan oleh

tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya.

gerak memuat aturan

Banyak seki
media-media , : pembake tan dan lahan.
Pembakaran at sesuai dengan

al tersebut contoh

Banyak masyarakat meta pukaan lahan-lahan dengan cara
membakar dengan cara yang singkat tetapi menimbulkan efek yang cukup besar.
Membuka lahan dengan cara membakar hanya membutuhkan waktu yang singkat,
biaya yang murah, dan hasil yang didapatkan cukup besar membuat masyarakat

memanfaatkan metode ini dari pada membuka lahan dengan mengikuti aturan

yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
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Hutan yang terbakar tentu banyak menimbulkan efek samping yang cukup
besar dan dapat merusak kehidupan yang ada di hutan tersebut. Seperti satwa-

satwa yang di dalam hutan tersebut. Selain itu juga tingkat kesuburan tanah yang

terjadi ini e 0 | kasus p gat berbahaya

dan harus ageé i erintah AUt agar kejadian

Undang-undang tersebut melindungi bagaimana pelestarian lingkungan
agar tetap terjaga dan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berisikan pidana bagi
siapa saja yang melakukan tindakan tersebut tanpa ampun. Akan tetapi ada

beberapa persoalan-persoalan yang timbul dari ke empat undang-undang tersebut.
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1. Pengertian Hukum Kehutanan

Segala bentuk pengetahuan sangat penting kita untuk mengetahui

makna yang mesti kita pahami terhadap sesuatu dari suatu hal. Pengertian

Kemudian menurut salim dari beberapa definisi kehutanan ada tiga
rumusan tentang hukum kehutanan yaitu adanya kaidah hukum kehutanan
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang kedua mengatur hubungan antara
Negara dengan hutan dan kehutanan dan yang ketiga mengatur hubungan

antar individu antara perseorangan dengan hutan dan kehutanan.
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Dengan berdasarkan pendapat tersebut fungsi dari hutan mempunyai
nilai-nilai strategis karena hutan merupakan salah satu sumber

pembangunan nasional yang mempunyai manfaat yang cukup besar bagi

gkonomi, budaya dan

LIS I s

av ALY ‘3‘@

kY

Jang nomor 41

an berasaskan

memaksimalkan fungsi hutan demi mencapai manfaat lingkungan, social,
budaya, dan ekonomi.

Kemudian memberikan kontribusi bagi daerah aliran sungai,
menambah kapasitas dan megembangkan pemberdayaan masyarakat

secara partisipatif, adil, dan mempunyai wawasan lingkungan terhadap
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perubahan-perubahan dari luar dan menjamin distribusi yang adil dan

berkelanjutan.

2. Sumber Hukum Kehutanan Indonesia

menemukan atau

ASTAERARAES

<"

yang berwenang.
3. Status, Fungsi dan Pengrusakan Hutan

Kepastian status kedudukan hutan di Indonesia sendiri harus di
lakukan penetapan, bukan hanya itu juga tetapi fungsi dari hutan tersebut
harus ada penetapan yang jelas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Penetapan sangat berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap
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masyarakat demi mengantisipasi klaim atau tuntutan masyarakat demi
membedakan antara hutan Negara dan hutan hak.

Banyak yang beranggapan bahwa hutan hak itu merupakan hutan yang

erti contohnya hutan

‘ ‘ !““‘ .oa itu di dalam

Berkaitan dengan perihal Ttu juga di dalam pasal 5 undang-undang
nomor 41 tahun 1999 pasal (1) di katakana bahwa hutan Negara dapat
berupa hutan adat yaitu hutan Negara yang diserahkan kepada masyarakat
adat. Sebutan untuk hutan adat itu sebelumnya yaitu hutan rakyat, hutan
marga, hutan pertuanan, atau sebutan lain sebagainya. Hutan yang di

miliki olen masyarakat adat tetap menjadi konsekuensi kekuasaan oleh
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Negara sebagai bentuk bahwa Negara sebagaim organisasi tertinggi dan

prinsip sebuah Negara namun tidak menghilangkan hak-hak yang sudah di

atur di dalam undang-undang.

tahun 1992 tentang pembangunan kependudukan dan kesejahteraan
masyarakat, yang memberikan jaminan berdasarkan pemanfaatan dari
lahan yang sudah di garap merupakan warisan hukum adat.

Bidang hukum kehutanan merupakan bidang hukum yang sudah
berumur 137 tahun, sejak di sahkan atau di undangkan reglemen hutan

1865. Pada saat itu masih banyak kekurangan literature dan menyebabkan
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kurangnya perhatian. Melihat dari istilah kehutanan merupakan terjemahan

dari bahasa belanda yaitu boswegen recht dan forest law dari bahasa

(13

inggris “ the system or body of old law relating to the royal forrest”.

Artinya 1St atanan 3 g berhubungan dan

ui act 1971.
utanan adalah
S dan peraturan-

al-hal hutan dan

mengatur hutan dan kehutanan. Hukum ini dilihat dalam peraturan
perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah maupun pada
zaman hindia belanda pada saat Indonesia telah merdeka. Contohnya
undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok
kehutanan. Sedangkan hukum yang tidak tertulis mengenai kehutanan

dapat dilihat dari hukum adat yang bersifat lokal.
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Berikut hal-hal yang diatur didalam hukum kehutanan tidak tertulis:

a. Hak membuka tanah di hutan

b. Hak untuk menebang kayu

norma hukum yang betul-betul” konkret tetapi di pandang secara umum
saja. Secara garis besarnya asas hukum itu sebagai dasar pembentukan
hukum positive.

Anhli lain Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa yang disebut

hukum itu bukan kaidah hukum konkret akan tetapi latar belakang yang
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umum dan konkret.kemudian, dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan yang konkret. (Sudikno Mertokusumo, 1986 : 32-33)

Hasil analisa dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan

perundang-undangan

S Vet IR

efldaya kehutanan
g tertera dalam

1967 jo. Pasal 3

kedua agar tanah dan air lebih terselamatkan, ketiga untuk
melindungi alam.

c. Asas perusahaan
Asas perusahaan ini harus mempunyai keuntungan finansial seperti
yang tertera dalam pasal 13 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun

1967 jo. Pasal 3 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1990.
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d. Asas perlindungan hutan
Perlindungan hutan demi terjaganya kelestarian harus selalu di

pertahankan dengan asas perlindungan hutan dari perbuatan-

4N enntt)

pdang-undang nomor

T

¥

U

secara langsung maupun tidak langsung, setiap masyarakat berhak
memperoleh kompensasi untuk memanfaatkan hutan untuk meningkat
kehidupan dengan aturan yang ada.

Maksud dari pasal 68 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang
hutan, masyarakat boleh menikmati hasil hutan dan memperoleh manfaat

baik dari aspek budaya dan social, status hutan juga berpengaruh
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terhadapap peningkatan ekonomi masyarakat, demi tidak menghilangkan

nilai-nilai ekonomis dari masyarakat pemerintah bersama lembaga yang

membuat kompensasi ataun regulasi agar pemanfaatan hutan bias

pada ayat (1) dan ayat (2). Kemudian, penjelasan pada pasal 70 ayat (3)
forum pemerhati kehutanan berfungsi membantu masyarakat dalam
pengelolaan hutan dan menjaga kelestarian hutan mulai dari mengelola
persepsi, aspirasi, inovasi, dan merumuskan segala kebijakan-kebijakan.
Mengenai peran serta masyarakat juga tertuang dalam peraturan

pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan
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dalam bab IV pasal 2 menyebutkan bahwa kegiatan perbaikan-perbaikan
hutan juga mengikutsertakan masyarakat setempat dan kegiatan

rehabilitasi dan reklamasi dilakukan dengan menyebarluaskan informasi

di pahami seluruh

kelompok Seter ang masih | i 3 H asa inggrisnya
masyarakat
istilah-istilaiEupUN' asyarakat sK@lfang belum ada
arti yang pa

Kesulité enoartika Si Ma adat4disebabken oleh beragam

Secara terminologis banya gatakan sebutan untuk masyarakat
adat mengandung stigma negative misalnya kebijakan pemerintah yang
menyebutkan suku-suku, ras, masyarakat primitive, kaum minoritas dan lain
sebagainya. Dari terminologi istilah masyarakat adat ini banyak beranggapan

bahwa ini terkesan melecehkan, mengkerdilkan dan mengecilkan masyarakat

adat.
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Berdasarkan UUPPLH pada bab | di dalam ketentuan umum pasal 1
disebutkan istilah masyarakat adat adalah sebagai berikut:

“Kelompok masyarakat adat yang secara turun temurun bermukiman

i masyarakat
adat, seper pakar hukum
ILO 107 m al dua kategori
“ populasi uan atau semi
kesukuan vz : anggap ahan. Jadi ILO
mengatakan Sbahwa kat adat yang

untuk memutuskan hal tersebut di laksanakan pada tanggal 22 maret 1999 di
Jakarta. (Rafael Edy Bosko, 2006 : 5)

Kategori dalam masyarakat adat di masukan sebagai warisan leluhur yang
turun-temurun wilayah tertentu dan masih memiliki nilai-nilai, ideology, politik,

social, budaya dan lainya. Definisi yang paling banyak di gunakan dalam studi

cobo. Dalam diskusi studi cobo banyak yang menawarkan definisi masyarakat
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adat. Misalnya Martinez cobo beliau menawarkan definisi yaitu, komunitas
masyarakat dan bangsa-bangsa asli atau adat adalah mereka yang sembari

memiliki kelanjutan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang

arbeda dari sector lain

dengan pola

budaya, in al dan sis m se 0 y Cobo, 1986 :

susunan pemer
memandang dan
pemerintah Negara, dan

gan undang-undang dengan
usyawaratan dalam sistem
W hersifat istimewa”.

Dari undang-undang diatas dapat kita pastikan bahwa banyak daerah-
daerah di Indonesia di akui keaslian dan keistimewaan seperti minangkabau, bali,
Palembang, dan lain sebagainya. Sifat dari keistimewaan ini untuk menghormati

kedudukan daerah-daerah dan segala bentuk peraturan-peraturan asal usul daerah

tersebut.

38



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

Kemudian hal tersebut juga lebih di pertegas dalam undang-undang dasar
republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen Il pasal 18 ayat (2) yang

menyatakan:

esatuan masyarakat

e

sistem hukum nasional dan bis3*@ pehwa hukum adat subnormatif dalam
peraturan perundang-undangan yang ada.

Sifat kumulatif dalam masyarakat ada lima syarat yang dinilai mutlak,
pertama kesatuan masyarakat adat, kedua kultur budaya masyarakat adat masih
terjaga, persatuan masyarakat adat dengan perkembangan zaman masih terjaga,

ketiga sesuai dengan prinsip kesatuan Negara kesatuan republic Indonesia, ke
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empat di atur dalam peraturan perundang-undangan, jaminan perlindungan hak-
hak masyarakat adat. (Jimly Asshidigie, 2015 : 14)

Soetandyo wignjosoebroto mengkritisi sifat nasionalisme dan sentralisme

argidengan hukum
rakyat dal gfl daya alam dan
ketahan pa atas hak-hak

tradusional. | 3 ecara nhasional.

dari Negara kesatt tigal dalam campur tangan
kebersamaan agar hukum adat dan hukum nasional dapat diterima dalam
lingkungan mereka. Keempat, harus memperkaya pengetahuan antara hukum adat
harus di perkaya dengan hukum lokal. Kelima, hendaknya para penerus atau
pewaris hukum jika ada peraturan yang bertentangan segera memperbaiki yang di
masa lalu jangan membiarkan hukum adat di makan oleh hukum Negara. (Sacipto

Rahardjo, 2005: 51-52)
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Kearifan Lokal Dalam Konteks Hukum Nasional
Menciptakan tata hukum nasional yang berlandaskan kearifan lokal dalam

hukum adat merupakan salah satu langkah yang sangat strategis untuk

menciptakan pe L atau yang disebut

“!‘!ﬁ“‘ .@a‘ epastian ,

g selama ini
nasional. Jika

melihat darits eadilan | : , efcolok nilai-nilai

tegaknya Negara hukum dan supremasi hukum. Hal ini sesuai yang tercantum

dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Hasil amandemen Il yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-lesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan
republic Indonesia yang di atur dalam undang-undang .
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Rumusan di atas tidak sepenuh memberikan jaminan terhadap hukum adat
perlindungan yang nyata terhadap hukum nasional. Malah dilihat masih

memberikan batasan-batasan di lihat dari karakteristik dalam perundang-undangan

nasional. i masih terlihs 3 hukum adat.  (Jimly

dilakukan fdafam il . atakat adaty Seperti yang

dikatakan Fah NG pertama ( the

enyebut ilmu
hukum sekarang S jurispru » enurut werner

kebanyakan ala ' ‘ S melupakan hal-

dalam keberagaman pengare alisaside empertahankan tatanan social
yang asli. dengan situasi demikian jepang sangat tidak mau dan sulit
mengedepankan standar barat. Meskipun jepang di bidang industri menggunakan
sistem modern, dibidang lain seperti bidang demokrasi, birokrasi, dan Negara
hukum tetapi jepang tetap pada kultur budaya yang sama tidak termakan dengan

budaya-budaya barat. (Satjipto Rahardjo, 2005 : 23)
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Dalam teori hukum di jepang penggunaan hukum  modern tidak
mengganggu niali-nilai hukum yang ada di jepang. Menurut |. craig parker junior

jepang berhasil membuat lapisan-lapisan dalam berhukum demi menjaga nilai-

nilai hukum yang : 1SA0E “ A lapisan formal atau
sering g ot Em‘-‘ .Q misalnya
dalam hukfimg inere af@s tertulis saja
atau tate Pada. fa a ' eka @hulukan cara-
cara jepan
berhukum
yang di katakina me; 0 adm A s not primarily

lead to univeks

D>

&

3 ﬁ ; carens € S rhukum seperti
“

fin;

-
v

hukum Negara dan terdapat hukum rakyat seperti hukum adat, hukum agama,
kebiasaan-kebiasaan, dan terdapat kebiasaan lain yang di anggap sebagai hukum.
(Sulistyowati Irianto, 2009 : 58)

Berbagai perdebatan melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang
pluralism hukum dan perlu dikaji hadirnya hukum dan organisasi internasional

dalam konteks pluralism hukum. Secara empiric dalam bidang ekonomi

43



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

lingkungan hidup dan hak asasi manusia dengan hadirnya hukum dan oragnisasi

nasional maupun internasional terlihat sekali pengaruhnya. (Sulistyowati Irianto,

2009 : 3)

Pertama, hukum sebagai tombak penting dalam memainkan peran globalisasi
karena secara langsung bersentuhan secara social, politik dan ekonomi. hukum
berperan penting dalam kekuatan yang sangat besar berdasarkan atas kepentingan
politik dan ekonomi dalam pergaulan antar bangsa.

Kedua, ada actor yang selalu bergerak sehingga menyebabkan hukum

selalun bergerak sebut aja organisasi. Ketiga, pemahaman globalisai dalam
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konteks sejarah sangatlah penting. Proses globalisasi hukum sudah terjadi sejak

zaman dahulu, mulai dari masa penjajahan, penyiaran agama dan perdagangan

pada masa silam. Ke empat, perkembangan tentang pluralism hukum yang

legal plura
memberik
memberikafiyé katas minoritas ' & Gerakan tersebut
Jengan gerakan

yang ada di efopapade | asla, Malaysia, dan

respect the presence of“e g¥group in organization or society,
acknowledges and values their Socio-cultural differences, and encourages
and anable their continued contribution within an inclusive cultural
contect which empowers all within the organization or society”.
Inti dari penjelasan di atas adalah munculnya kesadaran saling menghargai
dan menghormati keberadaan semua perbedaan-perbedaan kelompok dalam suatu
organisasi maupun masyarakat. Ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam

konsep pluralism hukum. Konsep ini di pandang terlalu sulit memberikan
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pengertian yang di anggap remeh, sehingga mudah sekali banyaknya pertanyaan-
pertanyaan yang baru. Menurut ridwan al makassary ada beberpa kelemahan dari

konsep pluralism hukum. Pertama, konsep pluralism sering di arahkan

berdasarkan ke 9un belum di ketahui

organisasi gy i ’ ing mes pun oragnisasi ini

tidak bisa mg Wa ls¥@ng terjadi atas

kelompok 2 Kkur : . angpluralism tidak

memberika : ta 2 kaum 1(04)¢ agama untuk

ﬁ angement of the
i@l minority of its

Zaimar dan Joesana Cahyani, an tiga hal yang tercangkup dalam
pengertian multikulturalisme yaitu multicultural merupakan produk politik, bukan
murni karakter masyaraka, bukan karakter dari masyarakat. (Okke KS Zaimar dan
Joesana Tjahyani, 2001 : 6)

D. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten kepulauan meranti merupakan pemekaran dari kabupaten

bengkalis yang berdiri pada tanggal 19 desember 2008 dengan terbitnya dasar
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hukum undang-undang nomor 12 tahun 2009. Perjuangan pemekaran kabupaten
kepulauan meranti sudah lama di perjuangkan sejak tahun 1957. Kemudian

gerakan pemekaran juga kembali diserukan pada tahun 1970 dan tahun 1990an

nomor
persetujuan
terhadap {pémekaian ilava 3 H Akan ibukota

kabupaten Kepé eranti se g paliperniagaan dan

paling sib

meranti cu ak te - E PrEt@pi hidup dalam
. L e

keharmonisg oleran angat kuat frekat kepulauan

meranti hid : n: aya r upakan wilayah

Sembilan puluh delapan. Secara geografis kabupaten kepulauan meranti terletak
pada koordinat 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10" 0" BT berada
bagian timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai berbatasan dengan Negara
tetangga dan masuk dalam zona pertumbuhan ekonomi yaitu Malaysia, singapura.

Faktor geografis sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan

berbtasan dengan Negara tetangga sangat potensial sebagai pintu gerbang lintas
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antar Negara. Batas-batas wilayah kabupaten kepulauan meranti disebelah utara
berbatasan dengan selat malaka dan kabupaten bengkalis, disebelah timur

berbatasan kabupaten kepulauan karimun dan provinsi riau, disebelah selatan

n dan sebelah barat

peningkata tania X v bicara dengan
flora yang allia.g pula anti sa y ﬂ unak, sungkai,

tembusu, 3 au de n-1a a3 “‘1 i juga banyak

Kecamatan rangsang dengan ibukota tanjungsamak.
4. Kecamatan rangsangbarat dengan ibukota bantar.

5. Kecamatan merbau dengan ibukota teluk Belitung.

6. Kecamatan pulau merbau dengan ibukota semukut.
7. Kecamatan tebingtinggi timur dengan ibukota sungai tohor.

8. Kecamatan tasik putri puyu dengan ibukota bandul.
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9. Kecamatan rangsang pesisir dengan ibukota telesung.
Kurun waktu sepuluh tahun laju pertumbuhan penduduk kabupaten

kepulauan meranti lebih kurang 0,60 persen dari tahun 2020. Hasil sensus

penduduk dari bz 66,1 ribu jiwa dan

‘ ‘ ‘\‘P\“ .f‘ faclan 85,794
tebingtinggiyBatat.seki g : Bl pertumbuhan
penduduk 2 . Tahun 2000

kecamatan

berkembang ingkapsotie v DENE betiap kecamatan

berbeda-beda. tinggl ba - kecamatan tebing

merbau berjumlah 14,6 ribu jiwa.

Pertumbuhan ekonomi dikabupaten kepulauan meranti sebesar 6,59 persen
sejak 2009 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar
7,34 persen. Potensi-potensi yang ada dikabupaten kepul;auan meranti sangat
banyak seperti sumber daya alamnya. Dari sector migas berupa minyak bumi juga

cukup besar yang berada dipulau padang. Potensi minyak yang ada dipulau
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padang tersebut mampu menghasilkan 8500 barel perhari. Non migas juga
berperan aktif dalam sumber daya alamnya. Seperti sagu yang cukup terkenal di

Indonesia dan juga sudah mulai dikenali ke mancanegara. Kemudian kelapa yang

mampu menghasi 0 daton/tahun,_Ra - ava yaitu karet yang
t‘h‘ \
<& Minnewat ) )
<>

[ eranti yang
mampu kup familiar
di riau yait gedllg pesisir yang
mampu  m¢ an 1.68: - engll yang ada di
kepulauan daerah dalam
bentuk bahantake 3 mampu 1 ipta 3 Qiilschingga belum
memberikanii|aifts a al ﬁ paten kepulauan

meranti dari ¢

kepulauan meranti. Usaha-usaha rumahan yang banyak seperti anyaman tikar,
atap rumbia, pembuatan tempe, batako, makanan ringan dan lain sebagainya.
Sebagian besar hasil produksi rumahan ini di pasarkan ke luar daerah seperti
batam, Cirebon bahkan sampai keluar negeri seperti Malaysia dan singapura.
Kepulauan meranti merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan

pangan nasional karena penghasil sagu terbesar di Indonesia.
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Selain sagu ada juga yang terdapat yaitu kelapa pinang, kopi, perikanan.

Dengan luas wilayah sagu yang cukup besar yaitu 44,657 Ha. Sagu merupakan

salah satu penghasilan utama masyarakat kabupaten kepulauan meranti yang lebih

meranti. Harga sarang burung yang cuKup tinggi bias mencapai 20 juta per kg nya
dengan kualitas yang cukup bagus. Kebanyakan yang mempunyai sarang walet ini
rata-rata yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup mapan Karena modal
untuk membangun rumah walet tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar

memerlukan dana lebih kurang 100 juta rupiah dengan ukuran 5x10x12 m.
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Melihat dari potensi wisata yang ada di kabupaten kepulauan meranti
cukup banyak. Salah satu objek wisata yang cukup populer yang ada dikabupaten

kepul;auan meranti sebagai ajang promosi spektakuler wisata budaya unggulan

untuk memperkgg 8._mancanegara Yaitu

ol NS e .Ag

gat terkenal di
kalangan ghucu maupun
umat budhaiee . atabahari yang terleta alll rangsang yang

langsung befats gar ; efiflapat juga desa

nelayan.

menggunakan jalan darat dari selatpanjang. Selanjutntya dari sudut kesenian juga
kepulauan meranti tidak terlepas dari itu seperti yang kita ketahui tari zapin yang
merupakan campuran dari arab.

Tarian ini dulunya Cuma hiburan untuk para raja-raja pada saat itu. Bukan
hanya hiburan tetapi juga sebagai media dakwah islam. Tarian ini dimainkan oleh

perempuan dan laki-laki dalam pameran, acara-acara persembahan dan dalam
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kegiatan agenda-agenda kesenian lainya yang mengundang orang banyak bahkan

dalam acara pernikahan. Kemudian kita masuk ke kuliner di kepulauan meranti.

Ada namanya mie sagu,rama-rama, miso makanan khas selatpanjang yang

puri dengan

ikan teri, tOQg an la 1) gealle di kepulauan

Ba
Kita mengetal '. eagrafis kepulaus ] @l scbagai daerah
kepulauan 2

berdekatan. ( i laysJB ] me mobilisasi ke antar

Malaysia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti, diakses

pada tanggal 5 Agustus 2021)
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BAB Il

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

(dua) suk a | kearifan, ke : tempat (local)
yang bersifat b a, P carifa , rfaflam dan diikuti
oleh angg akatnye : 2004 it diartikan sebagai
golongan besara ke erdir da : MPan atau karena

sendirinya ¢ ‘golengain dan penga nenga satu sama lain.

sebuah gagasa n yang hidup serta
dipatuhi oleh suatésmn a 21 terjadi perubahan
sosial dalam masyarak teknologi dan informasi.

Seluruh struktur masyarakat te pengaruh perubahan atau paling
tidak dipengaruhi oleh struktur sosial lainnya, yang juga berdampak pada
perubahan sosial. Sebagai pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa
perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga

kemasyarakatan di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan

di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (S Soekanto, 2014 : 101)
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Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang tidak berubah
dan masih terakomodir dalam suatu peraturan perundangan-undangan adalah

membuka lahan dengan cara membakar lahan. Pembakaran hutan adalah

atau meng ﬁ‘ an

e
24
™
”
“’,
-

Pertanggung jawabanya diatur dalam Pasal 78 ayat (3) undang-undang
nomor 41 tahun 1999, yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai manadi
maksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”.
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2. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
yaitu:

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah
lahan deng ara membakar sebagaim dimaksud dalam Pasal 56

dengan cara

ang-Undang 32

n sebagaimana
A dengan pidana
a 10 (sepuluh)

. ‘m@@ﬁ

N |
o
e}
D
3
O
QD
-~
QD
=
QD
>
=0
c
c
QD
-]

berdasarkan kearifan lokal di daerah masing-masing. Keberadaan norma perkenan
pembakaran hutan bukanlah merupakan suatu pertentangan dengan norma
pelarangan pembakaran hutan yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muzamil selaku ketua
lembaga adat melayu Meranti, dengan pertanyaan “Apa yang di maksud dengan

kearifan lokal menurut masyarakat meranti”, beliau menjawab sebagai berikut :
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“Kearifan lokal atau disebut lokal wisdom, setiap daerah mempunyai yang
namanya kearifan lokal, jika di meranti lebih banyak cendrung kebiasaan-

kebiasaan melayu yang dikenal dengan adat bersedikan sarak, sarak

bersendikg k3 p.terjaga secara turun

o SO N '9‘

Selanjutnya dapat dilihat% dari Pasal 69 Ayat (2) yaitu sebagai

berikut :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan
pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala
keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh
sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membakar hutan dengan kearifat lokal

diperkenankan dan mempunyai dasar konstitusional. Namun ketentuan ini sering
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sekali dianggap bermasalah oleh sebagai orang. Siti Nurbaya, misalnya,
mengatakan sedang mempertimbangkan untuk melakukan revisi Undang-Undang

32 Tahun 2009, yang penjelasan pasalnya tentang kearifan lokal dibenarkan

melakukan membakar.

) September
il selaku ketua
lembaga a( , 2) 33 Al apa peran LAM

tindak pidana

, ah atau disebut
pin de ‘y ah itu melarang

Bakar. Kemudian
alisasikan secara
il, Wawancara, 1

1. Kelompok yang A Pasal tersebut sebagai sumber

kebakaran hutan,

2. Kelompok yang menganggap penghormatan terhadap kearifan lokal

yang justru malah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan kelompok kedua dapat dibenarkan dengan cara mengkaji dan
menganalisa tata cara menjalankan praktik membakar hutan dengan

memperhatikan kearifan lokal di Indonesia. Ada beberapa contoh Provinsi yang
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memperaktikan membakar hutan dengan kearifan lokal, seperti daerah Riau,

Kalimantan dan Sumatera Selatan.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti mengenal sistem membuka

masyarakat yang mempunyai kearifan lokal untuk membuka lahan dengan cara
membakar dengan syarat luas lahan 2 hektare per kepala keluarga, ditanami jenis
tanaman varietas lokal, dan pembakaran harus dikelilingi sekat bekar.

Namun bagaimana penegakan hukum jika salah satu dari 3 syarat, dan/atau
2 dari 3 syarat tersebut tidak terpenuhi oleh masyarakat ketika membuka lahan

dengan cara membakar. Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum
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tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Disamping itu pelaksanaan hukum dapat

terjadi karena adanya sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus

merupakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan

“Selain ¥
pegawai

Berdasarkan hasil wawancara™ penulis dengan Kasat Intelkam Polres
Meranti AKP Saipul, menjelaskan bahwa :

“Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Saat
melakukan penyidikan kebakaran hutan dan lahan sangat berbeda dengan
penyidik pidana biasa, karena pada kasus kebakaran hutan dan lahan
penyidikan harus menunggu hasil keterangan laboratorium ahli tentang
kandungan kerusakan tanah, hotsport (titik api) tempat terjadinya
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kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu pada penyidikan kebakaran
hutan dan lahan saintifik identifikasi diutamakan”. (Saipul, Wawancara, 6
September 2021)

Pada proses penyidikan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Polres

Meranti dalam hg akukan pola penangan

dalam Di o ““ .@a g dan lahan

secara lebifi§aw erbal to! 3 aKtor-faktor yang
memungki er di) kerusakan atal aten lingkungan.
Sehingga @ nendeteksi fak i apat  dilakukan

pencegahan ing ; alfll dan lahan. Pola

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan
mencegah perusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif
dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-
undangan, baik peraturan perundang-undangan dari pusat maupun yang dibuat di

daerah. Adapun pola atau tindakan preventif yang dilakukan Polres Meranti yaitu
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1. Melakukan patroli
2. Persiapan pemadaman api

Tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

penegak hukum gerbuatan yang telah

“!““‘ .’0 b, perbuatan

il selaku ketua
LAM Meranti
asyarakat yang
membuka la 2 ‘ al gl berikut :

embaga eksekutif
ermusyawarah

> atu kesepakatan
landkemudian keluarlah

dan lahan yang di lakukan oleh masyarakat tempatan yang lebih mendekati dari
suatu tingkah laku kehidupan masyarakat dengan Nomor Perkara
187/Pid.B/In/2020/PN Bls, berikut kronologi singkat duduk permasalahnya.
Bahwa terdakwa Rustam bin. Alm. Kartawirya pada hari sabtu tanggal 25
januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di lahan milik terdakwa Jl.

Cahaya RT 003 RW 002 Desa Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
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Kepulauan Meranti membersihkan lahan terdakwa yang sudah ditanami terdakwa
oleh pohon pinang dan pohon kelapa dengan cara menyiangi atau membersihkan

rumput dan semak yang berada dalam lahan tersebut dengan menggunakan

cangkul , kemug ak dikumpulkan untuk

““ “n\u gak tersebut

”ii‘é

Q)
=
=
D
o
@D
>
«Q
QD
>

sengaja me

warna hita
rumput da
dan semak

menumpuk

ﬁ\%\'\ﬁ\rﬁi‘
2

N\ B
~—
D
=
o
QO
-
s
QD
w
D
o
QD
-
(@]

kepulan asap yang pekat dan kondiSI pada saat tersebut panas dan angina
berhembus dengan kencang. Setelah di lakukan tracking oleh saksi hasan basri
pada area kebakaran tercatat dan terhitung luas kebakaran lahan seluas 0,2274 Ha
(nol koma dua tujuh empat hektar). Hasil analisa laboratorium yang dilakukan
olen prof. dr.ir. bambang hero suharjo, m.agr serta di dukung oleh hasil

pengamatan dilokasi hasil pengamatan dilokasi terbakar maka dapat disimpulkan
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telah terjadi pembakaran secara sengaja pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020
sekira pukul 10.00 wib bertempat dilahan milik terdakwa Rustam bin Alm.

Kartawirya di JI. CahayaRT 003 RW 002 Desa Alahair, Kecamatan Tebing

". blik Indonesia
Nomor 39 alam  dakwaan
alternative

Rustam bi ahun dikurangi

&

o

&

ﬁ dara terdakwa
el
&
R

selama terdg . 800.000.000;,-

Berdasarkan fakta di persidangan hakim mengambil keputusan dengan
sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa rustam bin alm. Kartawirya terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan

dengan cara membakar.
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bilamana denda tersebut tidak

e
o
fija

“
o
-
e
7%
”
g

=A%

dilakukan pak rustam merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan
oleh masyarakat kepulauan meranti dan termasuk dalam kearifan lokal. Melihat
dari dakwaan yang dilemparkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang
pertama undang-undang lingkungan hidup yang menyebutkan seseorang dilarang
membuka lahan dengan cara membakar dan yang dilakukan oleh pak rustam

bukanlah membuka lahan, Akan tetapi pak rustam hanya ingin membersihkan
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perkarangan rumahnya karena pak rustam berniat untuk membuat acara syukuran

atau biasa disebut acara kenduri anaknya yang baru lahiran.

Dakwaan yang pertama ini menurut penulis sudah terbantahkan dari

Meranti pada Perkara 187/Pfe
Penegakan hukum dalam konteks terjadinya pelanggaran pembukaan lahan
hutan dengan cara yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, yakni melalui
kearifan lokal masyarakat. Penjelasan pasal tersebut berisi perkenan kepada
masyarakat yang mempunyai kearifan lokal untuk membuka lahan dengan cara
membakar dengan syarat luas lahan 2 hektare per kepala keluarga, ditanami jenis

tanaman varietas lokal, dan pembakaran harus dikelilingi sekat bekar.
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Meskipun masyarakat memiliki kearifan lokal yang sangat baik, tapi
perubahan yang terjadi di kawasan tempat hidup mereka telah memberikan

dampak yang kurang menguntungkan, adanya sistem peralatan modern yang

tingoi, Le

mungki alz ' : allyang mereka
miliki.

Sel3 .- atnys : 0 geienusia ke arah
ketergantu . Tekanan dan
intervensi perkembangan
teknologi. )deren dengan
produktifitas ) ' , erySakan terhadap

lingkungan

hasil alam. (Tjahjono, 2000 : 27)

Sedangkan menurut Indrizal dan Hazwan menyatakan bahwa hal itu
berkaitan erat dengan revolusi biru yang menunjuk pada perubahan pola
penggunaan teknologi untuk menghasil produksi yang lebih tinggi. Perubahan

perilaku masyarakat tradisional kearah konservasi bisa dilakukan dan tidak sesulit
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yang dibayangkan namun telah memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan.
(Indrizal dan Hazwan, 1993 : 67)

Kerusakan lingkungan menurut Soemarwoto, dapat terjadi apabila citra

lingkungan yang pyataan, masyarakat

“uu ‘ ““m“‘ .&a gan yang

pertama Kkali

kini  belum

OQ@ *-" ehingga itu masyarakat

kurang mengeta . :

2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi : pejabat yang berwenang
memberi izin, Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara/konsultan hukum
kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.

3. Beberapa ketentuan Undang-Undang lingkungan hidup, terutama yang

berkaitan dengan penegakan hukum kurang ada penjabaran secara

jelas.
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Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun Husein akan

terkait dengan kendala, yakni : (Harun Husein, 1992 : 210-220)

1. Sarana Hukum

i yang bersifat
an sekalipun
emahan atau

ukum tersebut

hukum. Hukum yang baik belum menjamin bahwa kebaikan akan
sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia mau dan mampu
melaksanakannya secara seksama. Oleh karena itu demi berhasilnya
tata laksana pengaturan yang baik disampng perlu disusun hukum

yang baik, maka perlu pelaksanaanya secara nyata.
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2. Aparat Penegak Hukum
Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas

penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap

melakukan tindakan hukum.

Kenyataan memnunjukan bahwa aparat penegak hukum, seperti
penyidik, penuntut umum dan hakim yang memahami peraturan atau
ketentuan hukum lingkungan jumlah maupun kemampuannya
terbatas. Di samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan

hukum lingkungan aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang
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akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (multi disipliner).

Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga professional aparat penegak

hukum sehingga diharapkan merekan akan mampu menangani

beda sehingga kalau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering
kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan
keragu-raguan dalam menjatuhkan sanksi hukuman.
Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletah pad akepatuhan

kepada ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan
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hukum lingkungan menunukan efektivitasbberlakunya hukum
lingkungan di tengah masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto,

manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan

mati lingkungan dan

o | galam interaksim e :
S Vanawnnttyy

~ arti ia tidak
~ 5
1 ,ﬁ’ 1an lingkungan
4

qdup iake ia cenderung

SN K

aspek lingkungan. Dalam "hal ini, citra dan kesadaran masyarakat
terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-
usaha seperti penyuluhan, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan
masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu,
peningkatanpeningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi

edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

72



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

5. Faktor Sosial politik dan Kultur
Faktor social, politik dan kultural akan maat menentukan

berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum
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engaruh terhadap

. ‘6\‘:1\'\%\“'3‘\‘
>

baiknya dan tidak boleh “dirusak. Dengan demikian, orang yang
menghayati agama akan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan
dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan

alam lingkungannya dan hubungannya dengan Tuhan Pencipta alam

semesta.
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Sementara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan dan maslaah
penegakan hukum lingkungan dapat dijumpai dalam berbagai tahapan, yakni:

(Hamrat Hamid, 2000 : 71)

pengolah limbah.
e. Sikap rikuh dan ewuh-pakewuh yang masih melekat dalam
budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar,
termasuk lingkungan mereka diam saja, tidak mempermaslahkan

atau menggugat ke pengadilan.
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f. Banyaknya peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan
upaya penangkalan atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.

g. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis da

dilakukan

kasus dan menguasal teknik dan taktik pembuktian di

persidangan.

f.  Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara penyidik, jaksa dan
saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan

efektif.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Intelkam Polres
Meranti AKP Saipul, menjelaskan bahwa :

“Kendala yang sering timbul dalam penegakan hukum terkait tindak

2 alasan yang sudah

S 2 1

3 membuka
<>
ahan d lahan yang
cuaca yang
s dari pemilik

Penyidik dapat

.

ESa )

at cukup bukti

karena per - a pidana atau

masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang
terkait dengan perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup. Dari rumusan
tersebut maka, tata cara pengakuan dan penegakan hukum mengenai keberadaan
kearifan lokal hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang

dibuat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan melalui Peraturan Daerah
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(PERDA) yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).

Karena Undang-Undang tidak mengatur sanksi dan penegakan hukum

ukaan lahan dengan

‘i“‘ .@@ dari PERDA

katakan bahwa

LCUEY

raturan hukum

tAnnat

aku bagi orang

adat). (Wulansari, Z2€ .Q ."’ adalah adanya peranan
besar dari lembaga-lembaga . 2 partis asi yang luas bagi kelompok-
kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah
pembangunan hukum. (Elviandri, 2017 : 3)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Intelkam Polres
Meranti AKP Saipul, menjelaskan bahwa :

“Ada juga beberapa kendala lain yang timbul dalam penanganan

penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang ada di

wilayah Polres Meranti yaitu sebagai berikut”: (Saipul, Wawancara, 6
September 2021)
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1. Sulitnya aparat penegak hukum menemukan bukti-bukti serta saksi-

saksi yang cukup dikarenakan jarak yang jauh dari perkotaan sehingga

sulit menemukan saksi-saksi.

gta Selat Panjang ke

‘ ‘!\\“‘ .Q@‘ g ungkinkan

beberapa

ahaan tersebut

OQ.

aparat penegak c esaikan kasus kebakaran hutan

dan lahan, sehingga harus dihentikan atau SP3.
5. Terdapat Pasal yang harus dikaji ulang atau direvisi oleh Pemerintah

yaitu Pasal 69 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan
Hidup.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan :
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a. Ayat (1) huruf h : setiap orang dilarang untuk melakukan
pembukaan lahan dengan cara membakar.

b. Tetapi di Ayat (2) disebutkan : Ketentuan sebagaimana dimaksud

a@idikelilingi oleh
elilingnya”.

diperbolehkan tetapi dengan me arifan lokal. Tidak bisa dibayangkan
apabila 100 kepala keluarga membakar dengan cara serentak di beberapa titik di
Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menyebabkan polusi asap yang sangat luar
biasa dan sulit untuk memantau apakah sekat yang dimaksudkan di dalam

penjelasan Pasal 69 ayat (2) benar dilakukan oleh penduduk sekitar apabila

hendak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menurut penulis
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juga pemerintah perlu mengkaji ulang Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Intelkam Polres

Meranti AKP Saig

: ua, sebelum
gdiperiukan untuk
akukan tindak
I, Wawancara,

setempat. Penegakan hukum positif tidak perlu lagi diberikan kepada kepala
keluarga yang sudah dijatuhi hukuman pidana adat. Penegakan melalui hukum
positif dapat diberikan apabila masyarakat adat belum/tidak memberikan sanksi
pidana terhadap pelaku yang melanggar tata cara pembukaan lahan dengan cara

kearifan lokal.

80



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

luas hinga berbulan-bulan

2. Kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari Kota Selat Panjang
ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak sebentar,
menentukan pendapat ahli-ahli lingkungan hidup dan pidana sehingga
bisa dikatakan bencana asap tersebut dikatakan bukan faktor alam

melainkan karna perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang tidak
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bertanggung jawab yang termasuk ke kategori dalam faktor kendala
penegakan hukum dalam sarana dan prasarana, serta sulitnya mencari

saksi terlebih pelaku dikarenakan tidak adanya masyarakat yang

o, Kemudian Pasal 69

oleh Negara yang mewadahi kearifan lokal seharusnya lebih diperkuat
atau dipertegas, sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap
masyarakat adat yang di jadikan target penegakan hukum terhadap
tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, yang seolah-olah menutupi

korporasi yang terang menerang mereka salah satu penyebab

kebakaran hutan. Kemudian masyarakat adat juga diberikan
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pemahaman yang baik supaya tidak menyalah gunakan kearifan lokal

yang telah tercipta.

. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga adat

E

ah gunakan

ALV

pdling di kearifan

‘\\\\‘ AL B )

%
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